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BUPATI KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 28 TAHUN 2010 

TENTANG 

= 

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP 
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2011 

BUPATI KUDUS, 

a. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, 
maka sesuai ketentuan Pasal 105A Peraturan Menteri Dal am Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam hal penetapan APBD 
mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran 
setiap bulan setinggi - tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun 
anggaran sebelumnya untuk belanja yang bersifat tetap; 

b . bahwa guna pelaksanaan pengeluaran tersebut, perlu mengatur 
pengeluaran kas yang bersifat tetap tahun anggaran 2011 ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati ; ' 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tah_un 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang ~omor 28 Tahun _ 1999 te~tang Penyelenggaraan 
Negara yang Bers1h dan Bebas dan Korups1, Kolusi dan Nepotism 
(Lembaran Negara Republik lndo~esia Tahun 1999 Nomor 1 ; 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851 ); ' 

3. 

4 . 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N 
(Lembaran Negara Republik lndo~esia Tahun 2003 Nomo~g:;a 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 42B6 ); ' 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenting Perbend h 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Na araan 
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 4355)~mor 5 , , 
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan d~n Tc1ngyungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republlk lndonE:sia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Re: rJublik Indonesia Nomor 4400 ); 

Unciang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
~embangunan Nasi~nal (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tah~n 
2oo4 Nomor 104, 1 LJrribnhnn Lembman Negara Republ1k Indones ia 
Nomor 4421 ); 

Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tamba~an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebaga,mana talah diub;::i h beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tzihun 2008 tentang perubahan Kedua atas 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Ne:cima Rapubl1k Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Kc uangan antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenlang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Neuara Republik Indonesia Nomor 4540); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layonan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

p t an Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

O::i~ (Lembaran Negara Republik lnd~nesia T~hun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4574); 

P t Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
era uran R bl'k I d · 

Perimbangan (Lembaran Negara Nepu IR n obnl.eksl1a Ta~un 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran egara epu , ndones,a Nomor 

4575); 
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Peratura~ Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Siste~ 
lnformas1 Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndones1_a 
Tahun ~oo5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4576); 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah~n 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pokok _ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2~ Tahun 201 o tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Ka bu paten Kudus 
Tahun 2010 Nomor 21); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK 
BELANJA YANG BERSIFAT TETAP KABUPATEN KUDUS TAHUN 
A NGGARAN 2011 . 
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Pasal 1 

Den~an Peraturan Bupati ini diatur pengeluaran kas untuk belanja yang 
bers1fat tetap tahun anggaran 2011 _ 

Pasal2 

Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupak~n belanja yang digunakan untuk membiayai: 
a. belanJa pegawai; 
b . layanan jasa; 
c. keperluan kantor sehari-hari" 
d. pelayanan dasar masyaraka

0

t ; dan/atau 
e . melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. 

Pasal 3 

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
merupakan belanja kompensasi , dalam bentuk gaji dan tunjangan, 
uang representasi , tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji 
kepala daerah dan wakil kepala daerah , upah/honor pegawai harian 
daerah serta penghasilan penerimaan lainnya yang diberikan 
kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

(2) Belanja layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
digunakan untuk jasa kantor, premi asuransi , perawatan kendaraan 
bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, 
sewa perlengkapan dan peralatan kantor. 

(3) Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf c digunakan untuk belanja barang pakai habis, 
makanan dan minuman, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah 
tugas dan pemulangan pegawai. 

(4) Untuk pengadaan belanj~ layan~n jasa dan belanja keperluan 
kantor sehari-hari sebagaImana d1maksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) , mekanisme pengadaannya mendasarkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

(5) Belanja pelayanan dasar masyarakat s~b_agaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk pend1d1kan dan kesehatan. 

(6) Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e i:1erupakan kewaj iban kepada 
pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 2010 yang belum 

I "kan dan membayar hutang bank. terse esaI 

ii 
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Pasal4 

(1) P_engeluaran kas untuk belanja yang bersifat tetap sebagaim~na 
dimaksud . dalam Pasal 1 adalah untuk pengeluaran kas setiap 
bulan paling tinggi sebesar seperduabelas dari Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 201 o. 

(2) Pelampauan dari pengeluaran paling tinggi sebagairnana ditet~pkan 
dalam _Peraturan Bupati ini dapat dilakukan apabila ada ke~1Jaka~ 
Pe~enntah untuk Kenaikan Gaji dan Tunjangan PNS bag1 hasil 
PaJak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalarn undang­
undang, kewajiban pembayaran pokok pinjarnan yang telah jatuh 
tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pernerintah 
Daerah. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan diundangkannya 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011 . 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

ngkan di Kudus 
.nggal :3 1 J;~ a. 

:TARIS DAERAH BUPATEN KUDUS, 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

~DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ;2010 NOMOR :i.8 

;2010 
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